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ABSTRACK
The condition of the integration of digital systems in law enforcement against public security and order. The condition of the integration of digital systems in law enforcement against public security and order. The law enforcement process in each law enforcement agency has been carried out using digital technology, even some law enforcement agencies have systems that are connected from the central level to the district level, but of the entire system in law enforcement agencies that are not interconnected with each other, although currently there is a system at the Ministry of Politics that is connected to all systems in law enforcement agencies but its function It is only limited to case handling reporting, thus the condition of the integration of digital systems in law enforcement is not as expected. The impact on public security and order, that by not connecting the systems in each law enforcement agency, the law enforcement process becomes not transparent.
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ABSTRAK
Kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum terhadap kemanan dan  ketertiban masyarakat. Kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum terhadap kemanan dan  ketertiban masyarakat. Proses penegakan hukum pada masing-masing lembaga penegak hukum sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi digital bahkan beberapa lembaga penegak hukum memiliki sistem yang terkoneksi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, akan tetapi dari keseluruhan sistem yang ada pada lembaga penegak hukum belum saling terkoneksi terkoneksi antar lembaga penegak hukum, walaupun saat ini sudah ada sistem di Kemenpolhukan yang terkoneksi dengan seluruh sistem di lembaga penegak hukum tetapi fungsinya baru sebatas untuk pelaporan penanganan kasus saja, dengan demikian kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum belum sesuai yang diharapkan. Dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa dengan tidak saling terkoneksinya sistem di masing-masing lembaga penegak hukum, maka proses penegak hukum menjadi tidak transparan.
Kata kunci: Integrasi Sistem Digital, Penegakan Hukum


PENDAHULUAN
Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : ubi societes ibi ius (dimana ada masyarakat di sana ada hukum.[footnoteRef:1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.  [1:  Satjipto Raharjo,  Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung , 1983, hlm.127.] 

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat. Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu negara adalah rakyat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, rakyat adalah warga masyarakat, segenap penduduk yang menempati wilayah tertentu (dalam suatu negara). Istilah rakyat mempunyai pengertian yang erat dengan Rumpun, Bangsa, dan Natie.[footnoteRef:2] [2:  Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Cetakan Keenam, Raja Grafindo, Jakarta,2014, hlm. 18.] 

Rumpun diartikan sebagai sekumpulan manusia yang mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama. Misalnya warna kulit, rambut, bentuk badan, bentuk muka dan sebagainya. Bangsa diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai persamaan kebudayaan. Misalnya bahasa, adat kebiasaan, agama, dan sebagainya. Natie diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai satu kesatuan politik yang sama. Rakyat merupakan komponen yang penting bagi suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Secara politis, rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara yang tunduk pada kekuasaan Negara itu. Negara sebagai suatu identitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. 
Salah satu unsur negara yang nampak adalah rakyat. Rakyat yang tinggal diwilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara.	
Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.[footnoteRef:3] Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan di Indonesia semakin meningkat mencakup segala aspek kehidupan. Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil tersebut didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial. Pada saat ini, di Indonesia perkembangan yang sangat pesat terjadi di berbagai bidang, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. [3:  Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, SinarGrafika, Jakarta, 2008, hlm. 1] 

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya meningkatkan efektifitas penegakan hukum, pemerintah telah memanfaatkan dan mengembangkan sistem digital atau teknologi informasi, dan untuk melihat sejauh mana kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum dan dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum terhadap kemanan dan  ketertiban masyarakat?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses terwujudnya sistem digital dalam penegakan hukum dan permasalahan yang dihadapi?

METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Pendelakatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka. Menurut Soedjono Soekanto dan Srie Mamuji[footnoteRef:4] penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf singkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Oleh karena itu, analisa hukum yang digunakan adalah didasarkan kepada ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketatanegaraan yang mencakup; hukum yang pernah berlaku, sedang berlaku (ius constitutum) maupun hukum yang seharusnya terjadi (dass sollen) berlaku dimasa yang akan datang (ius constituendum). [4:  Soejono Soekarno dan Srie Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Perss, Jakarta, 1985, hal. 13.] 


2. Sumber Data
Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur (kepustakaan) bertujuan untuk mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum, yang antara lain:
a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat.
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah dalam bentuk buku, makalah-makalah, ataupun bentuk-bentuk lain yang terdapat dalam majalah, koran yang berkaitan dengan masalah penelitian.
c. Bahan tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Analisis Data
Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif itu lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[footnoteRef:5] Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni penelitian yang sifatnya pemaparan dari suatu hal.[footnoteRef:6] [5:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm.9-10.]  [6:  I Ketut Oka Setiawan, Modul Riset dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2006), Hlm.18.] 


HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum terhadap kemanan dan  ketertiban masyarakat.
Globalisasi merupakan tatanan sistem yang berkembang cepat dalam konteks kekinian yang tidak saja berdampak positif namun juga membawa pengaruh negatif lainya apabila ketidak mampuan dalam mengelola tatanan paradigma yang terbentuk mencapai tahap akut yang mengkebiri setiap gerak laku dan pola kebijakan suatu negara. Konsep globalisasi sendiri dapat dipahami dalam salah satu segmentasinya sebagai kegiatan ekonomi, teknologi serta komunikasi. Revolusi informasi mengarahkan kita ke dalam milenium ketiga yang tidak hanya menawarkan berbagai peluang baru tetapi juga tantangan baru bagi umat manusia. 
Negara adalah sebuah proyek etis untuk (bahasa pembukaan UUD 1945) melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Negara bukan sekadar makhluk politik melainkan juga kultural yang bersendikan nilai atau prinsip hidup bersama secara berkeadaban. Negara-kultural biasa disebut sebagai “bangsa”. Konsep “negara-bangsa” pun harus dibaca dalam kerangka fungsi ganda negara melindungi teritori fisik (batas wilayah) dan non fisik (kultur, keadaban). Globalisasi sendiri adalah berkah sekaligus ancaman terhadap negara-bangsa. Di satu sisi, globalisasi dianggap berkah karena berkat dialah warga sebuah negara dapat menikmati produk murah buatan negara lain. Di sisi lain, globalisasi sering dicap sebagai ancaman terhadap fungsi kultural negara sebab menghilangkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemiskinan bahkan mengintervensi penegakan hukum hingga politik perundang-undangan suatu negara.
Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.
[bookmark: _ftnref4]Dikaji dari persepekteif pembagian hukum berdasarkan isinya, dikenal klasifikasi hukum public dan hukum privat.Lebih lanjut menurut doktrin, ketentuan hukum public merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (algemene belangen) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (bijzondere belangen).Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.[footnoteRef:7] Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilain-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.[footnoteRef:8] [7:  L.J. van APeldon, Pengantar Ilmu Hukum, penerbit Pradatnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 171.]  [8:  Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.] 

[bookmark: _ftnref5]Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penagakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tesebut menjadi kenyataan.Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penagakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidaha-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati.[footnoteRef:9] [9:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 306-307.] 

Jika hakekat penagakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memebentuk maupun yang menerapkan hukaum.
c. Faktor sarana dsan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
[bookmark: _ftnref6]Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penagakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.[footnoteRef:10] Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni seagai berikut: [10: Ibid., hlm. 307-308.] 

a) Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
b) Mentalitas petugas menegakan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kuran baik, maka akan terjadi ganguan pada sistem penegak hukum.
c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-unadangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semastinya.
d) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.
[bookmark: _ftnref7]Keempat faktor tersebut diatas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan terugkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegak hukum.[footnoteRef:11]  [11: Ibid., hlm. 308-309] 

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi.informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya.Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia, dapat diketahui saat ini semua kementerian dan lembaga penegak hukum telah membangun dan mengembangkan sistem digital, bahkan ada beberapa lembaga penegak hukum seperti Polri, BNN, Kejaksaan dan Mahkamah Agung/Pengadilan telah mengoperasionalkan sistem digital yang terkoneksi dari pusat sampai daerah. 
Kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum terhadap kemanan dan  ketertiban masyarakat. Proses penegakan hukum pada masing-masing lembaga penegak hukum sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi digital bahkan beberapa lembaga penegak hukum memiliki sistem yang terkoneksi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, akan tetapi dari keseluruhan sistem yang ada pada lembaga penegak hukum belum saling terkoneksi terkoneksi antar lembaga penegak hukum, walaupun saat ini sudah ada sistem di Kemenpolhukan yang terkoneksi dengan seluruh sistem di lembaga penegak hukum tetapi fungsinya baru sebatas untuk pelaporan penanganan kasus saja, dengan demikian kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum belum sesuai yang diharapkan.
Dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa dengan tidak saling terkoneksinya sistem di masing-masing lembaga penegak hukum, maka proses penegak hukum menjadi tidak transparan dan masih diwarnai oleh berbagai permasalahan seperti korupsi, rekayasa kasus, lambat dalam penanganan kasus, dan tidak sempurna dalam pembuktian yang berakibat pada meningkatnya tindak pidana, munculnya modus baru tindak pidana dan ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban kondusif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses terwujudnya sistem digital dalam penegakan hukum dan permasalahan yang dihadapi.
Pada hakikatnya kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepentingan nasional tersebut diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yakni tata kehidupan, upaya pencapaian tujuan, serta sarana yang digunakan. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mencerminkan kesatuan tata nilai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi kebinekaan yang ditunjukkan dalam interaksi sosial yang harmonis. 
Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang pelaksanaannya secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Sebaliknya, sarana yang digunakan dalam mewujudkan tujuan nasional adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu. Lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional yang terus berkembang dalam suatu dinamika yang sangat tinggi menuntut penyesuaian diri dengan hakikat perubahan yang terjadi. Atas dasar itu, kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga kategori: kepentingan nasional yang bersifat mutlak, kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat penting. Kepentingan nasional yang bersifat mutlak adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pertahanan negara wajib menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
Posisi Indonesia yang strategis memiliki implikasi pertahanan yang besar. Keutuhan wilayah NKRI tidak saja menjadi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga menjadi bagian strategis yang mempengaruhi kepentingan nasional sejumlah negara di dunia. Wilayah Indonesia yang utuh dan stabil akan menjadi syarat mutlak terselenggaranya pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat, sekaligus bagi terwujudnya stabilitas kawasan yang mengitari Indonesia. Indonesia tidak akan membiarkan setiap usaha yang akan mengganggu eksistensi dan integritas NKRI. 
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, merupakan keputusan final yang harus dijaga dan dipertahankan. Kepentingan nasional Indonesia yang bersifat vital menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil dan makmur, serta demokratis. Kondisi objektif Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia merupakan tantangan untuk mengembangkan pertahanan Indonesia ke depan.
Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku mayarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.Kejahatan dimana-mana pada berbagai dunia turut mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses terwujudnya sistem digital dalam penegakan hukum dan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:
a. Aspek Politik. Dengan akar permasalahan adanya kebijakan yang berbeda antar lembaga penegak hukum dan perbedaan kepentingan antara lembaga penegak hukum.
b. Aspek Ekonomi. Dengan akar permasalahan dan penyerapan anggaran dan adanya anggapan pengadaan sebagai “lahan basah/korupsi”.
c. Aspek Sosial. Dengan akar permasalahan keengganan dari lembaga penegak hukum untuk kolaborasi dan kerjasama dan adanya ego sektoral pada lembaga penegak hukum.
d. Aspek Teknologi. Dengan akar permasalahan adanya sistem digital yang dibangun yang berbeda-beda antar lembaga penegak hukum dan sistem yang dibangun belum terkoneksi antar lembaga penegak hukum.
e. Aspek legal/hukum. Dengan akar permasalahan belum adanya perjanjian kerjasama antar lembaga penegak hukum dan  pemahaman serta penjabaran aturan perundang-undangan yang tidak sama.
f. Aspek lingkungan. Tidak begitu memiliki pengaruh secara langsung pada integrasi sistem digital, tetapi ada permasalahan yaitu minimnya kesadaran untuk menggunakan energi dan teknologi yang ramah lingkungan serta pengelolaan dampak limbah teknologi.






KESIMPULAN
1. Kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum terhadap kemanan dan  ketertiban masyarakat. Kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum terhadap kemanan dan  ketertiban masyarakat. Proses penegakan hukum pada masing-masing lembaga penegak hukum sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi digital bahkan beberapa lembaga penegak hukum memiliki sistem yang terkoneksi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, akan tetapi dari keseluruhan sistem yang ada pada lembaga penegak hukum belum saling terkoneksi terkoneksi antar lembaga penegak hukum, walaupun saat ini sudah ada sistem di Kemenpolhukan yang terkoneksi dengan seluruh sistem di lembaga penegak hukum tetapi fungsinya baru sebatas untuk pelaporan penanganan kasus saja, dengan demikian kondisi integrasi sistem digital dalam penegakan hukum belum sesuai yang diharapkan. Dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa dengan tidak saling terkoneksinya sistem di masing-masing lembaga penegak hukum, maka proses penegak hukum menjadi tidak transparan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses terwujudnya sistem digital dalam penegakan hukum :
a. Aspek Politik. 
b. Aspek Ekonomi.
c.  Aspek Sosial. 
d. Aspek Teknologi.
e. Aspek legal/hukum. 
f. Aspek lingkungan. 

SARAN
1. Kemenpolhukam agar berkolaborasi dengan seluruh lembaga penegak hukum, sehingga di era digital ini akan terkoneksi antar lembaga penegak hukum yang saling mendukung dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat guna terciptanya keamanan yang kondusif.
2. Kemenkominfo agar membangun aplikasi sistem digital yang mampu menghubungkan sistem digital yang ada di masing-masing lembaga penegak hukum untuk dapat memaksimalkan di masing-masing lembaga untuk saling transfer informasi yang tentunya dapat menunjang dari masing –masing lembaga.
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